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Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya
diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di
hadapan PPAT. Banyaknya kasus mengenal jual beli tanah yang melanggar hukum, menunjukan pentingnya
pembahasan mengenal perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan aktajual beli yang
didasari perikatan jual beli cacat hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No
150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai
keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum, dan pertimbangan hakim
terkait keabsahan akta jual beli tersebut. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode
penelitian yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil analisis
menunjukan bahwa keabsahan akta jual beli yang pembuatannya didasari perikatan jual beli cacat hukum
yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian mengena kesepakatan, kecakapan, dan kausa
yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak terpenuhinya sifat tunai dan terang jual beli menurut
hukum adat, sertatidak terpenuhinya syarat materil dan formil jual beli yang diatur dalam Y urisprudensi
Mahkamah Agung No 123K/Sip/1970, mengakibatkan akta jual beli tersebut batal demi hukum, sedangkan
perbuatan PPAT tersebut dinilali lalai dalam menjalankan tugas. Kemudian majelis hakim dalam
pertimbangannya menyatakan batal akta jual beli tersebut dan menyatakan PPAT R melakukan perbuatan
melawan hukum. Oleh karenaitu, PPAT dalam melakukan peralihan hak atas tanah sebelum dibuatkannya
aktajual beli seharusnyalebih hati-hati, teliti dan mempelgari keabsahan dokumen, keabsahan perbuatan
hukum, untuk menghindari adanya pembatalan akta dikemudian hari.

...... This research discusses the validity of the Sales and Purchase Deed. One of the cases that became the
issuesin thisresearch isthe act of the Land Titles Registrar (PPAT)’swho transfers land rights using a sales
and purchase deed which was based on alegally flawed sales and purchase agreement listed in the District
Court Decision N0.150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. The issuesin this research are regarding the validity of
the sales and purchase deed which was made based on the basis of alegally flawed sales, and purchase
agreement and regarding the judge's consideration regarding the validity of the sales and purchase deed. To
answer those issues, this research used normative juridical research methods and analyzed using the
gualitative data analysis. The results of the analysis are that the validity of the Sales and Purchase Deed,
which is made based on alegally flawed sales and purchase agreement caused by the non-fulfillment of the
subjective elements of the validity of the agreement and the material requirements of the sales and purchase
resulted in the cancellation of the sale and purchase deed, while the the Land Titles Registrar/PPAT’ s action
was considered negligent in carrying out its duties. Then the judgesin their consideration, declared that the
Sales and Purchase Deed is canceled and declared that Land Titles Registrar/PPAT R had committed an act
against the law. Therefore, in transferring the land rights before the sale and purchase deed is drawn up, the
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Land Titles Registrar/PPAT should be more careful, thorough and study the validity of documents, the
validity of legal acts, to avoid any claims for cancellation of the deeds that have been made.



